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Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
Kf,PUTUSAN MENTTRI PERINCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR Kf, P.30 / M.PPN / HK/ 02 / 2078
TINTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

KEMXNTTRIAN PER.ENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI

MI]NTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KXPAI/. BADAN PERENCANAAN P}]MBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang a bahwa berclasarkan surat Menteri Keuangan cq. Kepala lGntor
Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Ne8ara DKI Jakarta Nonlor S-

92IMK.6/WKN.O7 /2017 tanggal 7 November 2077 hal

persetujuan penjualan Barang Milik NeSara secara lelang dengan

tindak tanjut pnghapusan selain tanah dan/ atau bangunan pada

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional, telah disetujui untuk

dilakukan penrindahtanganan dengan c ar a pe njualan;

bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terinta Barang Milik Negara

Hasil k lang,, telah dilakukan serah terima Baran3 Milik Negara

dalarrr rangka penjualan dari Kementerian Petencanaan

Penrbangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

kepada Pemenang lrlang;

bahwa berdasarkan pertinrbangan sebagaintana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penghapusan Barang Milik
Negara berupa kendaraan bermotor dari daftar Barang Milik Negara

pada Kenrenterian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pentbangunan Nasional;

bahwa berdasarkan pertintbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional tentanS PenSh 
^pusan 

BarunB Milik Negara Berupa

Kendaraan Bernlotor Ketnenterian Perencanaan Pembangunan

Nasional/ Badan Perencanaan Penlbangunan Nasional;
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Mengingat : 1

Menetapkan

PERTAMA

2

Undang-Undang Nonor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharuan

NeSara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan l*mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2074 tentanS PenSelolaan

Barang Milik Negara/Daerah (lrmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2074 Nomor 92);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2075 tentang Organisasi

Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2075 tentanS Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional;

Perataran Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentanS Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.O6/2O16 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2076
tentang Or8anisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

*bagaimana telah diubah dengan Perat:uran Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 6 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN MENTTRI PERENCANAAN PEMBANGI.JNAN

NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGTJNAN NASIONAL

TENTANG PENGHAruSAN BARANG MIUK NEGARA BERUPA KENDARAAN

BERMOTOR KEMENTERTAN PXRENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL,/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

Menghapuskan Barang Milik Negara berupa kendaraan bermotor dengan

total nilai perolehan sebesar Rp1.537 .94O.2O8,- (satu miliar lima ratus

tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus delapan
rupiah) dari daftar Barang Milik Negara Kementerian Perencana n
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

sebagaimana terc antum dalam Lampftan Keputusan ini.
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KEDUA
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Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 F ebruad 20 1 I

MXNTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd.
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RR. Rita Erawati


